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Perdagangan Aset Kripto Mulai

Diamankan dari Pencucian Uang
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PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) akan melakukan

audit bersama untuk mengowasi transaksi aset kripto dan non-fungible
token (NFT). Pernyatoan tersebut disompaikan oleh Kepala PPATEK, lvan
Yustiovondana dalam Rapat Kerja Bersama Komisi lll DPR poda Senin (3];’1].

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) & COO
Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda, menyambut baik upaya yang
dilokukan oleh PPATK dan Bappebti. Langkah tersebut akan membuat
industri aset kripto dan NFT menjadi legitimate dan semakin sehat.

“Langkah ini bisa melindungi investor, pedagang dan lembaoga terkait
loinnya. Masyarakat juga bisa lebih percaya diri untuk masuk ke industri,
karena sudah ada kejelasan transaksi yang dapat mencegah
penyalahgunaan proktik pencucian uang,” kata pria yong akrab disapa
Manda itu dalam keterangan resminya.




Seperti yang diketahui, perdogangan oset kripto di Indonasio
diperbolehkon dan diowasi oleh Bappebti di bowah Kementerian
Perdogangan sejak 2019. Sementara, Bappebti akan menyusun kebijokan
yang tepat untuk mengatur transaksi NFT di Indonesio. Namun, menunggu
ekosistern bursa kripto terbentuk yang diperkirakan selesai poda kuartal |
2021

Soal penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencuciaon uang
dan pendanoan terorisme serta pengembangan senjata pemusnah
massal, sudah diatur dalom Peraturon Bappebti Nomor & Tahun 2018
tentang Penerapan Program APU-PPT Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik
Komoditi di Bursa Berjangka.

Baca jugao:
Mudah Jual Beli Aset Kripto dengan Aplikasi

Mosyarakat juga bisa lebih percaya diri untuk masuk ke industr NFT don aset kripto.
(Foto: Unsplash/Tezos)

“Addanyo kewajiban peneropan program APU PPT cleh pora pedagang aset
kripto sesuai dengan yang diatur dalam PerBa, seperti kewajiban Proses Uji
Tuntas Pelanggan (Customer Due Diligence Process), kewajiban
pemantauan transaksi, adanyo kewajiban pelaporan setiap transaksi Aset
Kripto yang mencurigakan kepada PPATK dan Bappebti, dan peran serta
direksi dalom penerapan APU PFT," kata Manda.

Pedagang aset kripto jugao harus menjalankan regulasi anti money
laundering (AML) yang mewajibkan melakukan prosedur know your
customer (KYC). Artinya saat ingin membuat akun, wajib mengunggah KTP
sebagai identitas. Setelah lulus proses identifikasi dan verifikasi sesuai
ketentuan AFU dan PFT, pelanggaon dapat diberikan akun untuk transaksi
perdagangan aset Kripto.

"Sebuoh teknologi baru apa pun bisa dipakai untuk kejahatan moupun
kebaoikan, tergantung penggunanyo. Namun, balik lagi aset kripto dan NFT
dibangun di otas teknologi blockehain yang dapat meningkatkan
transparansi, sekaligus mengurangi peluang korupsi” tutup Manda. (and)
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